
BUPATI BOYOLAU 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOR ?0 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA 

DI KABUPATEN BOYOLAU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 ayat (2)
dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang, perlu penyesuaian pelaksanaan 

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten 

Boyolali;

b. bahwa sistem perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik (online single submission] tidak mengatur 

pelaksanaan retribusi selain pembayaran penerimaan
negara bukan pajak pada penerbitan persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

c. bahwa untuk meningkatkan peluang investasi di wilayah
Kabupaten Boyolali, Pemerintah Daerah perlu
memberikan dukungan dan kemudahan kepada pelaku 

usaha, salah satunya dalam bentuk pemberian insentif 

berupa pembebasan retribusi penggantian biaya cetak 

peta pada pelayanan penerbitan persetujuan kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang;

d. bahwa.
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta di Kabupaten Boyolali;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan,
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 

244);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 

247);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun
2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 12);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);

10. Pemturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

MEMUTUSKAN.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI 

PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DI KABUPATEN 

BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana 

kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta oleh Pemerintah Daerah.

7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 

Retribusi.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

9. Pembebasan.
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9. Pembebasan Retribusi adalah tidak dikenakannya pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

a. Obyek, Subjek, dan Wajib Retribusi yang diberi Pembebasan Retribusi; dan

b. Pembebasan Retribusi dan jangka waktu Pembebasan Retribusi.

BAB II
OBYEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI YANG DIBERI 

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Objek Retribusi yang diberikan Pembebasan Retribusi yaitu Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah.

(2) Subjek dan Wajib Retribusi yaitu pemohon yang mengajukan permohonan 

pelayanan penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang.

BAB III
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN JANGKA WAKTU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mendapatkan 

Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

(2) Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku pada tanggal Peraturan Bupati ini 
diundangkan.

BAB IV.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 Oli^i-obe^r 2021

BUPATI h

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal \ 5 ^

SEKRETARIS DAERAH

2021

ATEN BOYOLALI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRIBUKAyriNINGSIH
Pembina Tingkat I 

NIP. 19671102 199403 2 009


